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PUTUSAN
Nomor 1961/Pdt.G/2022/PA.SIT
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Agustus 2001, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxxxX, pendidikan SD, tempat
kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 September 2003, agama
Islam, pekerjaan XXxXXXxXXX XXXxX XXxxxx, pendidikan SD,
tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22
Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Situbondo Nomor 1961/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai
terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA (Kantor
Urusan Agama) Kecamatan xxxxx Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa
Timur. Sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0047/015/111/2022;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat
diKABUPATEN SITUBONDO, selama pernikahan tersebut Pemohon dan
Termohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri, tidak dikaruniai
anak.

3. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam
keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya antara lain adalah  Termohon berani kepada Pemohon,
Termohon tidak mau menuruti nasehat pemohon, Termohon tidak
kerasan dirumah Pemohon, Termohon setiap kali bertengkar pergi
meninggalkan Termohon, Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki yang
dulu adalah mantan teman dekatnya, Orang tua Termohon pernah
bilang suruh cerai pada Pemohon, juga Termohon terlalu berani kepada
orang tua kandung Pemohon;

4. Bahwa pada tahun 2022, Pemohon dan Termohonsering terjadi
perselisihan dan pertengkaran. Sejak tanggal 16 Desember 2022,
Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai saat
ini.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin
serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah
diusahakan damai, namun tidak merubah hasil, bahkan permasalahan
antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus
membuat keadaan rumah tangganya semakin buruk, sehingga tujuan
rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai.

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga (hubungan) suami istri antara
Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali
(Omheel baar Tweespalt). Maka pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
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UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) Jo. Pasal
116 Huruf (a) dan (f) KHI sebagai dasar hukum agar gugatan cerai ini
dikabulkan.

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon(PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon(TERMOHON) di depan Sidang
Pengadilan Agama Situbondo.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan
hukum.

SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pemeriksa perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex eaquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan pihak Pemohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah
dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 22 Desember
2022 Nomor 1961/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim
mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali
layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan
dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;
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Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512100908010001
tertanggal 05-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi
tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Nomor 0047/015/111/2022
Tanggal 18 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi
kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xXxxxxxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang sah,
setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah
tangga sebagai suami istri selama sekitar kurang lebih 9 bulan dan
terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat
di KABUPATEN SITUBONDO dan selama pernikahan tersebut
Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri,

tidak dikaruniai anak;
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- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena
sejak sejak 16 Desember 2022 yang lalu keduanya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka
bertengkar atau cekcok;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan
Termohon berani kepada Pemohon, Termohon tidak mau menuruti
nasehat pemohon, Termohon tidak kerasan dirumah Pemohon,
Termohon setiap kali bertengkar pergi meninggalkan Termohon,
Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki yang dulu adalah mantan
teman dekatnya, Orang tua Termohon pernah bilang suruh cerai pada
Pemohon, juga Termohon terlalu berani kepada orang tua kandung
Pemohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi
meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah
berpisah selama 2 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah
putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan
kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk
merukunkan mereka lagi;
2.SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang sabh,
setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah
tangga sebagai suami istri selama sekitar kurang lebih 9 bulan dan
terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat
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diKABUPATEN SITUBONDO dan selama pernikahan tersebut
Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri,
tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena
sejak sejak 16 Desember 2022 yang lalu keduanya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka
bertengkar atau cekcok;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan
Termohon berani kepada Pemohon, Termohon tidak mau menuruti
nasehat pemohon, Termohon tidak kerasan dirumah Pemohon,
Termohon setiap kali bertengkar pergi meninggalkan Termohon,
Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki yang dulu adalah mantan
teman dekatnya, Orang tua Termohon pernah bilang suruh cerai pada
Pemohon, juga Termohon terlalu berani kepada orang tua kandung
Pemohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi
meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah
berpisah selama 2 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah
putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan
kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk
merukunkan mereka lagi;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon
dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai
kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama
Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan
sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon
harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat
diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena
perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukii;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon
dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan
alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis
telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa sejak sejak 16 Desember 2022 antara Pemohon dan

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Termohon berani kepada Pemohon, Termohon tidak mau menuruti

nasehat pemohon, Termohon tidak kerasan dirumah Pemohon,

Termohon setiap kali bertengkar pergi meninggalkan Termohon,

Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki yang dulu adalah mantan

teman dekatnya, Orang tua Termohon pernah bilang suruh cerai pada

Pemohon, juga Termohon terlalu berani kepada orang tua kandung

Pemohon;
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- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama
2 minggu;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk
rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal
itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di
atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah
tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan
ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan
orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian
tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Pemohon telah sesuai dengan
maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil
alih pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang
berbunyi:

ols uoluoll plS> o oSL> ] nE3 o
a §5V olls 9g9

Artinya :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan
gugurlah haknya';

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana
yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi
yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian,
sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon
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telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana
maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon
telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan
Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Pemohon haruslah
dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Situbondo;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Maftukin,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.l.,M.H. dan Husnul Ma'arif,
S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi,
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S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I, Hakim Ketua,
Roichan Mahbub, S.H.l.,M.H. Drs. Maftukin, M.H.
Hakim Anggota Il,

Husnul Ma'arif, S.H.I.
Panitera Pengganti

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.
Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2 Proses : Rp 75.000,00

3 Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00

5 Redaksi : Rp 10.000,00
1 Meterai: Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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